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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2012 
TENTANG  

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : 

 
 

 

 
 

 
 
Mengingat  : 

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan  
keuangan di lingkungan Kementerian Sosial Republik 
Indonesia, perlu disusun kembali Pedoman 
Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Kementerian 
Sosial Republik Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kembali 
Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan 
Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam 
Peraturan Menteri Sosial; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat 
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893); 
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3986); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang 
Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiun atas 
Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan 
Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3577); 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.1241 3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang 
Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 
Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3760); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3871); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan 
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4353); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 
Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun  2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5273); 

16. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
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17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2011; 

18. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah; 

19. Keputusan Menteri keuangan Nomor 563/KMK.03/ 
2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah 
dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk 
Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN dan 
PPnBM beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran 
dan Pelaporannya; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 
2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam 
Pelaksanaan APBN; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2007 
tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian 
Negara/ Lembaga/ Kantor/Satuan Kerja; 

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 
tentang Bagan Akun Standar; 

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/ 
2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Pusat; 

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 
tentang Sistem Akuntansi Hibah; 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.05/ 
2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
Satuan Kerja; 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan 
Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber 
dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima 
Langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam 
Bentuk Uang;  
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27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/ 
2010 tentang perubahan atas PMK Nomor 
156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan 
Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 125/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana 
Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Sebelum 
Tahun Anggaran 2011; 

30. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme 
Pengelolaan Hibah; 

31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, 
dan Pegawai Tidak Tetap. 

MEMUTUSKAN : 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PEDOMAN 

PENGELOLAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN SOSIAL. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat 
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat 
pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, dan pertanggungjawaban. 
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